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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Dalam kelhidupan belrnelgara telrdapat suatu individu maupun kellompok, yang 

mana di dalam ke lhidupan telrselbut pasti akan timbul suatu masalah, baik itu se lcara 

pelrsonal maupun kellompok. Selhingga, Nelgara wajib melnjamin kelamanan dan 

keltelrtiban masyarakat dalam selgala bidang pada seltiap kondisinya karelna nelgara yang 

melrdelka adalah nelgara yang aman dan telrtib. Indonelsia adalah nelgara yang di selmua 

lapisan kelgiatannya belrlandaskan hukum. Selmua aturan dibuat delngan tujuan untuk 

minimalisir pellanggaran yang dapat melnyelbabkan kelrugian bagi orang lain. Di 

Nelgara Indonelsia, Kelamanan dan keltelrtiban belrsumbelr dari pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

Pancasila melnjadi salah satu sumbelr keltelrtiban dan kelamanan yang ada di 

Indonelsia karelna pancasila me lrupakan idelologi Nelgara. Selhingga pada seltiap hukum 

yang akan dibuat, harus disellaraskan. Sellain itu, Kelamanan dan keltelrtiban juga 

melrupakan salah satu kelwelnangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pelmbukaan 

UUD 1945 melngandung pokok-pokok pikiran yang melliputi jiwa dan moral Nelgara 

Indonelsia selrta yang melwujudkan suatu cita-cita hukum. Keldudukan Undang-Undang 

Dasar 1945 dalam telrtib hukum Indonelsia melnjadi keltelntuan hukum telrtinggi. 
1
 

Dalam rangka melnciptakan keltelrtiban dan kelamanan, Nelgara melmpunyai 

instrumeln yang melmiliki pelran sangat pelnting dan krusial dalam melnciptakan 

keltelrtiban dan kelamanan di Indonelsia yaitu Ke lpolisian Nelgara Relpublik Indone lsia. 

Pelran Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia selbagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 

No. 2 tahun 2002 yaitu Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia melrupakan alat ne lgara 
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yang belrpelran dalam melmellihara kelamanan dan keltelrtiban masyarakat, melnelgakkan 

hukum, selrta melmbelrikan pelrlindungan, pelngayoman, dan pellayanan kelpada 

masyarakat dalam rangka telrpelliharanya ke lamanan dalam nelgelri. Sellain itu, Tugas 

Pokok dari Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia juga diatur dalam Pasal 13 UU No. 

2 tahun 2002 adalah 1). Melmellihara kelamanan dan keltelrtiban masyarakat; 2). 

Melnelgakkan hukum; dan 3). Melmbelrikan pelrlindungan, pelngayoman, dan pellayanan 

kelpada masyarakat.
2
   

Mellalui Kelpolisian tujuan hukum untuk mellindungi masyarakat akan melnjadi 

kelnyataan. Namun pelnelgakan keltelrtiban dan kelamanan olelh Kelpolisian tidak 

selmudah yang dibayangkan. Telrkadang Kelpolisian kelhilangan karakte lr melrelka 

selndiri yang mana se lharusnya Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia adalah instansi 

yang dicintai masyarakat dan dipe lrcaya dapat me lnjaga kelamanan dan keltelrtiban teltapi 

justru kelnyataanya me lnjadi pellaku kelkelrasan. Satjipto Rahardjo me lngatakan “ada 

masanya kelpolisian dilakukan delngan lelbih banyak melnggunakan kelkelrasan dari 

pada kelcelrdasan”.
3
 Telrcatat ada 622 kasus ke lkelrasan yang dilakukan ole lh oknum 

Kelpolisian dalam satu tahun te lrakhir, itu me lrupakan bukti nyata bahwa se lharusnya 

Kelpolisian dapat melmbelrikan rasa aman justru melnjadi pellaku kelkelrasan
4
.  

Pada seltiap ke lgiatan yang ada di masyarakat se lpelrti pada pelsta rakyat, konse lr, 

pelrtandingan atau e lvelnt-elvelnt yang butuh pe lngamanan lelbih olelh Aparat Kelpolisian 

dalam hal ini, Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia selbagai pelrangkat pelnelgak 

hukum dan pellayanan publik me lmiliki tanggung jawab untuk me lngatur, me lngawasi, 

melnjaga dan me llakukan pelngawalan pada se ltiap kelgiatan-kelgiatan yang ada di 

masyarakat se lhingga harus se lrius dalam melmpelrsiapkan pelngamanan yang ke ltat delmi 

                                                           
2
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belrlangsungnuya ke lgiatan yang kondusif. Se llain itu, dalam mellakukan pelngamanan 

Kelpolisian juga harus me lmastikan bahwa pelngamanan telrselbut dilakukan de lngan 

melmpelrhatikan tahapan-tahapan yang belnar dan tidak me llakukan pe lrlawanan balik 

kelpada masyarakat jika te lrjadi selsuatu hal yang tidak dinginkan.  Me llalui kelpolisian 

maka kelgiatan telrselbut akan belrjalan delngan aman dan te lrtib. Teltapi ironisnya, 

Aparat Kelpolisian ini yang selharusnya dapat dipe lrcaya melmbelri rasa aman justru ikut 

dalam kelkelrasan yang biasanya belrhubungan delngan masyarakat. Bukan karelna polisi 

banyak melnanggulangi kelkelrasan, tapi justru karelna melrelka yang mellakukan tindak 

kelkelrasan telrselbut.  

Selpelrti pada pelrtandingan selpak bola ARE lMA vs PE lRSElBAYA di Stadion 

Kanjuruhan Kelcamatan Kelpanjeln Kabupate ln Malang telpatnya pada hari Sabtu 

tanggal 01 Oktobelr 2022 pellaksanaan pelrtandingan antara ARElMA F.C. vs 

PElRSElBAYA yang dimulai jam 20.00 WIB. Sellanjutnya, selkitar pukul 22.00 telrlihat 

2 (dua) orang suportelr ARElMA FC turun kel lapangan untuk melndatangi pelmain 

Arelma dan dalam waktu yang belrsamaan tiba-tiba pelnonton lainnya delngan jumlah 

yang banyak dari selbagian tribun ikut turun kel lapangan dan selbagian pelrsonell 

Brimob belrupaya mellakukan pelnghadangan melnggunakan tamelng dan langsung 

melnelmbakkan gas air mata melnggunakan Selnjata Flashball warna hitam typel Velrnely-

Carron Saint Eltielnnel kel arah telmpat supportelr belrkumpul. Selhingga, para supporte lr 

melnjadi panik dan saling melndorong sambil belrlari untuk melncari pintu kelluar 

stadion selcara belrdelsak delsakan
5
. Pada dasarnya, tugas kelpolisian Relpublik Indonelsia 

adalah melnciptakan keltelrtiban dan kelamanan te ltapi justru pada ke ljadian ini sikap 

Kelpolisian sangat agrelsif delngan mellakukan pelrlawanan balik dan mellelmparkan gas 
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air mata. Akibatnya banyak korban jiwa belrjatuhan. Korban yang telrcatat belrjumlah 

135 orang melninggal, 24 orang luka belrat dan 623 orang luka ringan-seldang.
6
 

Pelraturan Kelpolisian adalah selgala pelraturan yang dikelluarkan olelh 

Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia (Polri) dalam rangka melmellihara keltelrtiban 

dan melnjamin kelamanan umum selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan. 

Pelraturan pelnggunaan gas air mata olelh Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia (Polri) 

diatur dalam Standar Opelrasional Proseldur (SOP) selbagai pelngamanan atau 

pelngelndali kelrusuhan. SOP telrselbut telrtuang dalam Pelraturan Kapolri Nomor 1 

Tahun 2009 telntang Pelnggunaan Kelkuatan dalam Tindakan Kelpolisian, gas air mata 

diatur dalam Pasal 5 Bab II telntang Pelnggunaan Kelkuatan. Dalam Pasal 5 ayat (1) 

melnjellaskan ada elnam tahapan pelnggunaan kelkuatan. Dalam Pasal 5 ayat (2), 

anggota Polri harus melmilih tahapan pelnggunaan kelkuatan selsuai tingkatan bahaya 

dan ancaman dari pellaku.
7
  Dalam pasal 5 jo. Pasal 3 pelraturan kapolri Nomor 1 

tahun 2009 pelnggunaan selnjata kimia belrupa gas air mata juga harus belrdasarkan 

tingkatan bahaya ancaman delngan melmpelrhatikan prinsip lelgalitas, nelselsitas, 

proposionalitas, kelwajiban umum dan prelvelntif dan selnjata kimia belrupa gas air mata 

melrupakan tahapan kel 5 dari pelnggunaan kelkuatan dalam tindakan kelpolisian. 

Selbellum melmakai selnjata kimia belrupa gas air mata selharusnya Kelpolisian RI pelrlu 

mellakukan komunikasi lisan delngan cara melmbujuk, melmpelringatkan dan 

melmelrintahkan untuk melnghelntikan tindakan telrdapat hal telrselbut diatur dalam pasal 

7 ayat (1) Pelraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.  

                                                           
6
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Pada putusan pelrkara Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, BAMBANG SIDIK 

ACHMADI, S.H. selbagai Kelpala Satuan Samapta Polrels Malang. Pada saat keljadian, 

BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H melmelrintahkan anggotanya untuk 

melnelmbakkan gas air mata melnggunakan Selnjata Flashball warna hitam typel Velrnely-

Carron Saint Eltielnnel kel arah telmpat supportelr belrkumpul.  Selhingga, dalam dakwaan 

kelsatu, keldua dan keltiga BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H., diancam pidana 

dalam Pasal 359 KUHP, 361 (1) dan 361 (2) karelna kelsalahanya (kelalpaan) 

melnye lbabkan orang lain melninggal, luka belrat dan luka ringan-seldang. 

Belrhubungan delngan hal itu, tidak jarang ditelmukan kelsalahan pada hakim 

dalam melnelntukan pelrbuatan pidana itu telrmasuk selngaja atau alpa. Selpelrti pada 

putusan hakim nomor 13/PID.B/2023/PN.Sby. Di dalam putusan itu hakim 

melnyatakan bahwa BAMBANG SIDIK ACHMADI S.H dibelbaskan dan dinyatakan 

tidak belrsalah mellalui pelrtimbangan-pelrtimbangannya. Padahal apabila dilihat dari 

selluruh bukti dan saksi yang tellah dihadirkan dalam pelrsidangan pelrbuatan yang tellah 

dilakukan, telrdapat unsur kelalpaan yang mana karelna hal telrselbut melnye lbabkan 

banyak korban melninggal, luka belrat dan luka ringan-seldang. Pelnelgak hukum 

idelalnya harus mampu mellahirkan putusan yang melncelrminkan kelpastian hukum, 

keladilan dan kelmanfaatan. Delmikian juga putusan hakim untuk melnyellelsaikan suatu 

pelrkara di pelngadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang melmpelrlihatkan tiga 

unsur, yaitu yuridis (kelpastian hukum), nilai sosiologis (kelmanfaatan), dan filosofis 

(keladilan). Karelna apabila salah atau ragu-ragu dalam melnjatuhkan hukuman akan 

belrdampak nelgatif telrhadap Telrdakwa itu selndiri dan tidak melwujudkan suatu 

keladilan bagi masyarakat.  
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Putusan hakim yang tidak melncelrminkan kelpastian hukum, keladilan dan 

kelmanfaatan pada akhirnya turut melmpelngaruhi citra lelmbaga kelhakiman itu selndiri, 

karelna seljatinya tujuan pelnjatuhan hukuman olelh hakim dalam hukum pidana adalah 

untuk mellindungi dan melmellihara keltelrtiban hukum guna melmpelrtahankan 

kelamanan dan keltelrtiban masyarakat selbagai suatu ke lsatuan, karelna pada dasarnya 

Indonelsia melrupakan Ne lgara hukum yang mana prinsip Ne lgara hukum itu se lndiri 

adalah 1) Nelgara harus tunduk pada hukum, 2) Pe lmelrintah melnghormati Hak-hak 

individu dan 3) pe lradilan yang be lbas dan tidak me lmihak
8
. Selhingga, belrdasarkan hal 

yang tellah dipaparkan maka pelnulis ingin melnganlisis putusan pelngadilan pada kasus 

kanjuruan delngan nomor pelrkara 13/Pid.B/2023/PN Sby yang ditinjau dari telori 

keladilan Subtansif. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN 

Surabaya ? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN 

Surabaya jika ditinjau dari Telori Keladilan Subtansif? 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk melngeltahui pelrtimbangan hukum putusan hakim pada Putusan Nomor 

13/Pid.B/2023/PN Surabaya  

2. Untuk melngeltahui bagaimana Putusan Hakim pada Putusan Nomor 

13/Pid.B/2023/PN Surabaya jika ditinjau dari Telori Keladilan 

D.  Manfaat Masalah 

Dalam hal ini pelnulis melngelmukakan belbelrapa manfaat yaitu selcara teloritis dan praktis 

delngan pelnjellasan selbagai belrikut: 

                                                           
8
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1.  Secara Teoritis,  

Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan pelmahaman telrkait delngan 

Pelrtimbangan Hukum Putusan Hakim dalam melmutuskan pelrkara jika ditinjau dari 

telori keladilan telntang kelsalahan (kelalpaan) yang melnyelbabkan orang lain 

melninggal, luka belrat dan luka ringan-seldang. 

2. Secara Praktis  

a. Pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi pijakan baru di bidang ilmu hukum 

khususnya bidang Hukum Pidana dalam rangka melnambah pelngeltahuan ataupun 

wawasan selrta pelngalaman bagi pelnulis dalam  melngelmbangkan telori-telori ilmu 

hukum khususnya telntang pelrmasalahan yang seldang dianalisa olelh Pelnulis.  

b. Pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi bahan rujukan bagi Akadelmisi maupun 

selbagai pelrtimbangan bagi pelnellitian lanjutan yang belrkelnaan delngan pelnellitian 

Pelnulis.  

c. Pelnellitian ini diharapkan dapat selbagai bahan rujukan tambahan bagi pelnelgak 

hukum telrkhusus pada Hakim agar melmpelrtimbangkan belrat atau ringannya 

suatu putusan dalam pelnjatuhan tindak pidana khususnya tindak pidana 

kelsalahan (kelalpaan) yang melnye lbabkan orang lain melninggal, luka belrat dan 

luka ringan-seldang. 

 

E. Kegunaan Penelitian  

Adapun belbelrapa Kelgunaan yang diharapkan olelh pelnulis telrhadap pelnellitian ini yakni 

selbagai belrikut:  

1. Bagi Penulis 

Pada dasarnya pelnellitian hukum ini dilakukan guna melmelnuhi kelwajiban pelnulis 

selbagai syarat untuk melnye llelsaikan Pelndidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum 
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Univelrsitas Muhammadiyah Malang delngan gellar Sarjana Hukum dan melnambah 

wawasan telntang bagaimana hakim melmutuskan pelrkara yang ditinjau dari telori 

keladilan.  

2. Bagi Akademisi  

Hukum Pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat untuk digunakann 

selbagai dasar pe lmikiran telrhadap ilmu hukum. Kelmudian, bisa dijadikan bahan 

rujukan bagi pelnellitian-pelnellitian lain dalam ruang lingkup Hukum Pidana 

khususnya yang belrkaitan delngan Pelrtimbangan Hakim dalam melmutus pelrkara yang 

ditinjau dari telori keladilan. 

3. Bagi Masyarakat  

Bagi masyarakat umum, pelnellitian ini diharapkan dapat belrmafaat selbagai 

pelngeltahuan telntang ilmu Hukum dan gambaran te lntang bagaimana hakim dalam 

melmutus pelrkara jika ditinjau be lrdasarkan telori keladilan. 

4. Bagi Hakim  

Bagi Hakim, pelnellitian ini diharapkan dapat be lrmanfaat dan melnjadi masukan untuk 

para hakim agar melmpelrhatikan telori keladilan pada seltiap pelrtimbangan-

pelrtimbangan hukum dalam melmutus pelrkara. 

 

F. Metode Penelitian 

Pelnulis melnggunakan Meltodel Pelnellitian selbagai belrikut:  

1.  Jenis Penelitian  

Jelnis Pelnellitian yang digunakan dalam melmelcahkan dan/atau melnjawab telrkait 

rumusan masalah pelnulis adalah Jelnis Pelnellitian Yuridis Normatif (Normativel Lelgal 

Relselarch),  
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yaitu Pelnellitian Hukum yang dilakukan delngan cara melnelliti bahan Pustaka atau data 

selkundelr selbagai bahan dasar untuk ditelliti delngan cara melngadakan pelnellusuran 

telrhadap Pelraturan Pelrundang-undangan dan Litelratur-litelratur yang belrkaitan 

delngan pelrmasalahan yang ditelliti.
9
 Jelnis Pelnellitia Yuridis Normatif yaitu pelnellitian 

hukum melngelnai asas-asas, norma, kaidah dari pelraturan pelrundang-undangan, 

putusan pelngadilan, selrta doktrin (ajaran)”
10

 

2. Metode Pendekatan  

a. Pendekatan Kasus (Case Approach)  

“Pelndelkatan Kasus (Casel Approach) yaitu pelndelkatan delngan cara mellakukan tellaah 

telrhadap kasus-kasus yang belrkaitan delngan isu yang dihadapi yang tellah melnjadi 

putusan pelngadilan yang tellah melmpunyai kelkuatan yang teltap”
11

. “Pelndelkatan 

kasus dalam pelnellitian hukum normatif belrtujuan untuk melmpellajari norma-norma 

atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktelk hukum”
12

.  

“Dalam melnggunakan pelndelkatan kasus, yang pelrlu dipahami olelh pelnelliti adalah 

ratio delcidelndi, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan olelh hakim untuk sampai 

kelpada kelputusannya”. 
13

 

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)  

“Pelndelkatan pelrundang-undangan (Statutel Approach) dilakukan delngan melnellaah 

selmua undang-undang dan relgulasi yang belrsangkut paut delngan isu hukum yang 

seldang ditangani”.
14

 Suatu pelnellitian normatif harus melnggunakan pelndelkatan 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta. 

Rajawali Press. Hal. 13-14 14  
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 Mukti Fajar dan Yulianto ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris. 
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 Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 
134 
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 ohny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayu Publishing. Hal. 321 17  
13

 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hal. 158 
14
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pelrundang-undangan, karelna yang ditelliti adalah belrbagai aturan hukum yang 

melnjadi fokus selkaligus telma selntral pelnellitian.
15

 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

Selbagaimana yang diselbutkan melnurut Peltelr Mahmud Marzuki yang melnyatakan 

bahwa;  

“Pelndelkatan konselptual (concelptual approach) melrupakan pelndelkatan yang belranjak 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang belrkelmbang di dalam ilmu 

hukum, guna melnelmukan idel-idel yang mellahirkan pelngelrtian, konselp, dan asas 

hukum yang rellelvan, selbagai sandaran dalam melmbangun suatu argumelntasi hukum 

dalam melmelcahkan isu hukum yang dihadapi”
16

.Belrdasarkan pelndelkatan ini, 

diharapkan dapat melmbantu dalam melrumuskan Argumelntasi Hukum guna melnjawab 

yang melnjadi Matelri Muatan Hukum di dalam pelnellitian ini.  

3. Bahan Hukum  

Telrkait delngan Bahan Hukum, telrdapat tiga macam jelnis bahan hukum yang 

digunakan dalam pelnellitian yang melliputi:  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primelr adalah bahan hukum yang belrsifat otoritas. Selbagaimana 

dalam hal ini bahan Hukum Primelr telrdiri dari Pelraturan Pelrundang-undangan, 

Catatan-catatan Relsmi dan/atau Risalah dalam pelmbuatan Pelraturan Pelrundang-

undangan. Adapun di dalam Pelnellitian ini, Pelnulis melnggunakan Bahan Hukum 

Primelr belrupa:  

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 

1958 Telntang Pelraturan Hukum Pidana.  

                                                           
15

 Johnni Ibrahim. Op.Cit. Hal. 302 
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 0 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hal. 135-136 21  
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2. Pasal 5 Bab II Pelraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telntang Pelnggunaan 

Kelkuatan dalam Tindakan Kelpolisian. 

3. Pasal 19 b FIFA Stadium Safelty and Selcurity Relgulations. 

4. Laporan hasil pellaksanaan rapat koordinasi telrkait kelsiapan pelngamanan 

pelrtandingan selpakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 telrtanggal 15 Selptelmbelr 

2022.  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Selkundelr adalah bahan hukum yang melndukung dan melmpelrkuat 

bahan hukum primelr dalam hal melmbelrikan pelnjellasan telrkait bahan hukum 

primelr yang ada selhingga dapat di lakukan analisa dan/atau melmbelrikan 

pelmahaman yang lelbih melndalam. Maka dari itu, di dalam Pelnellitian ini yang 

melnjadi bahan Hukum Selkundelr telrdiri atas Pelnjellasan dari Pelraturan 

Pelrundang-undangan yang di gunakan selbagai Bahan Hukum Primelr, Buku-

buku, Jurnal dan Artikell selbagaimana kelselluruhan Data Selkundelr yang dimaksud 

telntu yang belrkaitan Tindak Pidana Kelsalahan (Kelalpaan).  

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Telrsielr, yaitu bahan hukum yang melrupakan pellelngkap yang 

sifatnya melmbelrikan peltunjuk dan pelnjellasan telrhadap bahan hukum primelr dan 

selkundelr. Adapun Pelnelliti melnggunakan telrkait delngan Bahan Hukum Telrsielr 

yakni Kamus Belsar Bahasa Indonelsia (KBBI).  

4. Teknik Pengumpulan  

Bahan Hukum Telknik pelngumpulan data yang digunakan dalam mellakukan 

Pelnellitian ini adalah selbagai belrikut:  

 



 

15 
 

a. Studi Pustaka, dilakukan delngan melncari dari belrbagai sumbelr pustaka dan 

dilakukan delngan cara melnellusuri baik belrupa Pelraturan pelrundang-undangan, 

putusan pelngadilan nelgelri, BukuBuku, Jurnal, Majalah dari meldia celtak maupun 

meldia onlinel (situs intelrnelt) yang dapat melndukung pelngakajian masalah.  

b. Studi Pelrundang-undangan, dilakukan delngan melnellaah selmua undang-undang 

dan relgulasi yang belrsangkut paut delngan pelrmasalahan yang telrdapat di dalam 

pelnellitian.  

5. Teknik Analisa Bahan  

Hukum Telknik Analisa ataupun Pisau analisis telrhadap Bahan hukum dalam 

Pelnellitan ini ialah melnggunakan intelrpreltasi delngan meltodel yuridis-normatif dalam 

melmbeldah suatu pelrmasalahan yang diangkat. Adapun belbelrapa meltodel yang 

digunakan yakni selbagai belrikut: 

a. Interpretasi Gramatikal  

Belrdasarkan Telknik pelnafsiran ini, bahwa pelnulis akan melnafsirkan melnurut tata 

bahasa dan kata-kata pada suatu undang-undang. Selhingga, pelnulis akan le lbih 

mudah untuk melmahami suatu maksud dari pelraturan telrselbut yang nantinya 

akan digunakan untuk melmbantu analisa pelnulis.  

b. Interpretasi Sistematis  

Belrdasarkan Telknik Pelnafsiran, pada asas e lx spelcialis delrogat lelgi gelnelrali 

dimana asas ini melnyatakan bahwa hukum yang belrsifat khusus (lelx spelcialis) 

melngelsampingkan hukum yang belrsifat umum (lelx gelnelralis). Se lhingga, pelnulis 

akan lelbih me lmfokuskan pada pelrundang-undangan yang belrsifat khusus delngan 

cara melnafsirkan pasal-pasal dalam suatu pelrundang-undangan yang 

belrsangkutan atau melmbaca pelnjellasan dari suatu pelrundang-undangan yang 

dapat melmbantu analisa pelnulis.   


